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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan 

pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro serta mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan 

dipilih secara purposif dari unsur aparatur pemerintah, camat, lurah, dan masyarakat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembinaan telah memberikan kontribusi positif terhadap 

perbaikan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, 

efektivitas pembinaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, 

alokasi anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi internal, rendahnya pemanfaatan 

teknologi informasi, serta tingkat kepuasan aparatur yang belum merata. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pembinaan memerlukan penguatan kapasitas 

aparatur, optimalisasi sumber daya, digitalisasi layanan, serta peningkatan koordinasi dan 

sistem evaluasi yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, dan Pemerintahan Daerah. 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effectiveness of sub-district and urban village guidance 

conducted by the Government Administration Division of the Regional Secretariat of Metro 

City and to identify factors influencing its implementation. A qualitative descriptive approach 

was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document 

analysis. Informants were purposively selected from government officials, sub-district heads, 

village heads, and community members. The findings indicate that the guidance programs have 

contributed to improvements in administrative performance and public service delivery. 

However, their effectiveness is constrained by limited human resource capacity, insufficient 

budget allocation, weak internal coordination, low utilization of information technology, and 

uneven levels of employee satisfaction. The study concludes that enhancing the effectiveness of 

guidance requires strengthening human resource capacity, optimizing resource management, 

implementing digital-based services, and improving coordination and evaluation mechanisms 

to ensure sustainable local governance performance. 

Keywords: Effectiveness, Guidance, and Local Government. 

 

Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya diarahkan untuk menghadirkan 

pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam 

konteks tersebut, kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan 
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yang berada paling dekat dengan warga, sekaligus menjadi ujung tombak implementasi 

kebijakan pemerintah daerah (Speer, 2012). Kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan sangat 

menentukan persepsi publik terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan 

(Lanin & Hermanto, 2019). 

Upaya peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan tidak dapat dilepaskan dari peran 

pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembinaan dimaknai sebagai serangkaian 

tindakan sistematis yang mencakup penguatan sumber daya manusia aparatur, penataan 

kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dan pengawasan. 

Melalui pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan kecamatan dan kelurahan 

mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal (Criado & 

Villodre, 2021). 

Namun demikian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa 

efektivitas pembinaan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai 

permasalahan masih ditemukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, antara lain keterbatasan 

kompetensi aparatur, dukungan anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarunit 

kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah. Kondisi tersebut berimplikasi 

pada belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan rendahnya kepuasan masyarakat 

(Andrews et al., 2020). 

Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu daerah otonom terus berupaya meningkatkan 

kinerja kecamatan dan kelurahan melalui berbagai program pembinaan yang dikoordinasikan 

oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Program tersebut mencakup pembinaan 

administratif, teknis, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan. Meskipun demikian, 

keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tersebut masih memerlukan evaluasi mendalam 

untuk menilai sejauh mana tujuan pembinaan telah tercapai dan faktor apa saja yang menjadi 

penghambatnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai efektivitas pembinaan kecamatan dan 

kelurahan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan, mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi, serta menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan 

pembinaan kecamatan dan kelurahan di Kota Metro agar lebih adaptif, terarah, dan berorientasi 

pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tinjauan Pustaka 

Efektivitas  

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi atau 

program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dinilai efektif apabila 

hasil yang diperoleh selaras dengan sasaran yang direncanakan, baik dari sisi kualitas maupun 

manfaat yang dihasilkan (Islam et al., 2019). Dalam konteks administrasi publik, efektivitas 

tidak hanya diukur dari terpenuhinya target kerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan 

program mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata (Saputro & Syaebani, 2024). 

Efektivitas juga berkaitan erat dengan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber 

daya yang tersedia untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Pencapaian tujuan menjadi 

indikator utama, sementara penggunaan sumber daya berperan sebagai faktor pendukung 
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(Gasco-Hernandez et al., 2018). Dengan demikian, efektivitas menekankan pada hasil akhir 

(outcome) yang dicapai, bukan semata-mata pada besarnya input yang digunakan dalam proses 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Bhat, 2024). 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, efektivitas menjadi ukuran penting untuk 

menilai kinerja aparatur dan keberhasilan pelaksanaan program. Pemerintahan yang efektif 

ditandai dengan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, 

serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat (Patel & Jalota, 2023). 

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 

Pembinaan kecamatan dan kelurahan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas tata kelola 

pemerintahan di tingkat lokal (Fafurida et al., 2023). Kecamatan dan kelurahan sebagai unit 

pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, sehingga memerlukan pembinaan yang berkelanjutan agar mampu 

menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal (Giroth et al., 2022). 

Pembinaan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia, penguatan kelembagaan, perbaikan sistem administrasi, serta penyediaan sarana 

dan prasarana pendukung (Iqbal et al., 2024). Melalui pembinaan yang terarah, aparatur 

kecamatan dan kelurahan diharapkan memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang 

memadai untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat secara professional (Krpalek et al., 2021). 

Selain berorientasi pada aparatur, pembinaan kecamatan dan kelurahan juga diarahkan 

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. 

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan dan program yang 

dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta mampu memperkuat hubungan antara 

pemerintah dan warga (Sabet & Khaksar, 2024). 

Efektivitas Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 

Efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan menunjukkan sejauh mana upaya 

pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja aparatur serta 

kualitas pelayanan publik di tingkat lokal (Madubun, 2024). Pembinaan dikatakan efektif 

apabila menghasilkan perubahan positif, baik dalam aspek kemampuan aparatur, tata kelola 

pemerintahan, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan (Wibisono et al., 

2025). 

Efektivitas pembinaan tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor, seperti ketersediaan 

sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, koordinasi antarunit 

kerja, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan dengan baik. Tanpa dukungan 

faktor-faktor tersebut, pembinaan cenderung bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak 

signifikan terhadap peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan (Laisa et al., 2025). 

Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan 

menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Fatimah et al., 2024). 

Pembinaan yang efektif akan memperkuat peran kecamatan dan kelurahan sebagai ujung 

tombak pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta 
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mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat (Hariyati et al., 2021). 

Kerangka Pikir  

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pembinaan kecamatan dan 

kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di 

lapangan, khususnya dalam menelaah proses pembinaan, capaian pelaksanaan, serta berbagai 

kendala yang dihadapi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan dan praktik 

pembinaan dijalankan serta sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan kinerja 

kecamatan dan kelurahan. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu 

pejabat dan aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembinaan kecamatan dan 

kelurahan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap 

peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dokumen internal, serta arsip resmi yang 

relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan telaah dokumen guna memastikan kelengkapan serta kedalaman informasi yang 

diperoleh (Firman, 2018). 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai 
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dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan 

penafsiran. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil 

penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai (Arikunto, 2017). Penelitian ini 

dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro dengan 

mempertimbangkan kesesuaian lokasi terhadap tujuan dan konteks penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

Efektivitas Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Bagian Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kota Metro 

Tujuan (Goal Approach) 

Sebagai entitas pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kecamatan 

dan kelurahan berperan krusial dalam mengelola pembangunan dan memberikan pelayanan 

publik, dan memastikan agar kebijakan daerah dapat terlaksana secara optimal di tingkat 

daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan dan kelurahan memiliki peran 

strategis sebagai garda terdepan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan publik. Pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kota Metro dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas administrasi 

dan kinerja aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Efektivitas pembinaan tersebut dinilai 

melalui beberapa dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan lingkungan, integrasi dan koordinasi internal, serta tingkat kesejahteraan dan 

motivasi aparatur yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Secara umum, hasil wawancara dengan pejabat, camat, lurah, dan masyarakat 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah memberikan dampak positif, terutama 

dalam perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta 

mulai tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian, 

pencapaian tujuan pembinaan masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain 

keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, lemahnya 

pengelolaan keuangan, serta ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dan kondisi riil di 

lapangan. 

Selain itu, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan 

pelayanan publik juga menjadi tantangan yang menghambat efektivitas pembinaan. Oleh 

karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas pembinaan kecamatan dan 

kelurahan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan 

koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem 

monitoring dan evaluasi, serta komitmen bersama dari pemerintah daerah agar pembinaan lebih 

adaptif, sinergis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Sumber Daya (Resource-Based Approach) 

Pemerintahan daerah memegang peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang 

berjalan dengan efektif dan efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi 

masyarakat. Dalam struktur pemerintahan daerah, Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai 

perpanjangan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan kepada publik. Agar tugas dan fungsi ini dapat dilaksanakan dengan maksimal, 
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dibutuhkan suatu sistem pembinaan yang tepat dan efektif dari pemerintah daerah (Sumar et 

al., 2022). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 

memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, khususnya melalui 

pembinaan kecamatan dan kelurahan sebagai unit pelayanan terdepan. Pembinaan telah 

dilaksanakan secara rutin oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro melalui 

pelatihan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Namun demikian, efektivitas pembinaan tersebut 

belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia 

yang kompeten serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan 

pembinaan secara menyeluruh. 

Berdasarkan perspektif Resource-Based Approach (RBA), efektivitas pembinaan sangat 

ditentukan oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, 

anggaran, sarana dan prasarana, serta regulasi pendukung. Temuan lapangan mengindikasikan 

bahwa masih terdapat kelemahan dalam penguasaan administrasi pemerintahan dan 

pemahaman regulasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur 

dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan pembinaan cenderung bersifat teoritis dan 

kurang aplikatif dalam praktik pelayanan publik. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah kota dan 

perangkat kecamatan serta kelurahan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pembinaan yang efektif. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan 

yang lebih berbasis praktik, peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas, serta optimalisasi 

teknologi informasi guna meningkatkan koordinasi dan efisiensi pembinaan. Dengan 

pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, pembinaan kecamatan dan kelurahan diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Proses Internal (Internal Process Approach) 

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro memiliki peran strategis dalam 

membina dan memastikan kinerja kecamatan serta kelurahan berjalan selaras dengan tujuan 

pembangunan daerah. Sebagai unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan 

masyarakat, keberhasilan kecamatan dan kelurahan sangat ditentukan oleh tingkat integrasi 

internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara 

internal telah terbangun koordinasi yang cukup baik, meskipun komunikasi antarunit masih 

menghadapi berbagai kendala. 

Integrasi internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik 

dan implementasi kebijakan. Kerja sama yang baik antarunit mampu mempercepat 

penyelesaian masalah dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Namun, dalam 

praktiknya masih ditemukan hambatan berupa lemahnya koordinasi, komunikasi yang belum 

optimal, tumpang tindih kewenangan, serta sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang 

belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pengambilan 

keputusan dan belum optimalnya kualitas layanan kepada masyarakat. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, serta 

sistem kerja yang transparan menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi internal. Kurangnya 
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sinergi, ego sektoral, dan birokrasi yang bersifat hierarkis kerap menghambat kolaborasi lintas 

unit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi internal melalui peningkatan komunikasi 

terstruktur, kejelasan pembagian tugas, pelatihan aparatur, serta intensifikasi forum koordinasi. 

Dengan integrasi internal yang lebih solid, pembinaan kecamatan dan kelurahan diharapkan 

dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang responsif 

serta berkualitas. 

Adaptasi Lingkungan Berbasis Sistem 

Kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Kota Metro, sehingga efektivitas pembinaannya menjadi prioritas dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro berfungsi 

mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan agar mampu 

menjalankan tugas pemerintahan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kecamatan dan kelurahan relatif responsif terhadap perubahan regulasi dan tuntutan 

masyarakat, namun kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama, khususnya 

dalam mengadopsi teknologi dan sistem administrasi baru. 

Efektivitas pembinaan ditentukan oleh kemampuan pencapaian tujuan serta tingkat 

adaptasi terhadap lingkungan pemerintahan yang dinamis. Pembinaan yang dilakukan melalui 

pelatihan, pemantauan rutin, serta pendampingan telah memberikan dampak positif, meskipun 

masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan 

pengelolaan data, serta belum optimalnya kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kondisi 

ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar kecamatan 

dan kelurahan lebih adaptif terhadap perubahan. 

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan sistem perencanaan berbasis data, 

penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, serta optimalisasi teknologi informasi dalam 

pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur 

melalui pelatihan praktis dan evaluasi berkala, serta penguatan koordinasi lintas pihak menjadi 

kunci keberhasilan pembinaan. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan komitmen 

bersama, pembinaan kecamatan dan kelurahan diharapkan tidak hanya mencapai target 

administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kota Metro. 

Kepuasan Stakeholder (Stakeholder Approach) 

Pembangunan kecamatan dan kelurahan yang efektif memerlukan aparatur pemerintahan 

yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagian 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro memiliki peran penting dalam mengoordinasikan 

dan membina kecamatan serta kelurahan, di mana tingkat kepuasan individu dalam organisasi 

menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan aparatur dipengaruhi oleh kerja sama tim, dukungan pimpinan, serta sistem 

pembinaan yang terstruktur dan berjalan secara konsisten. 

Kepuasan kerja berkontribusi langsung terhadap motivasi dan kinerja aparatur kecamatan 

dan kelurahan. Meskipun secara umum aparatur merasa cukup puas, masih ditemukan sejumlah 

kendala yang memengaruhi kepuasan individu, seperti sistem manajemen sumber daya 

manusia yang belum optimal, distribusi beban kerja yang tidak merata, keterbatasan fasilitas 
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kerja, minimnya penghargaan dan insentif, serta tingginya tuntutan pelayanan publik. Kondisi 

tersebut berpotensi menurunkan motivasi dan efektivitas kinerja apabila tidak ditangani secara 

sistematis. 

Untuk meningkatkan kepuasan individu dalam organisasi, diperlukan upaya strategis 

berupa peningkatan kesejahteraan pegawai, perbaikan lingkungan dan fasilitas kerja, 

penguatan sistem penghargaan dan pengembangan karier yang adil, serta komunikasi yang 

terbuka antara pimpinan dan aparatur. Dukungan organisasi yang memadai, baik secara 

administratif maupun emosional, diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas aparatur, serta mendorong efektivitas 

pembinaan kecamatan dan kelurahan secara berkelanjutan. 

Aspek-Aspek Yang Menghambat 

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu: (1) belum optimalnya pemanfaatan 

sumber daya, baik anggaran, tenaga aparatur, maupun fasilitas pendukung dalam mendukung 

pelaksanaan program kerja; (2) rendahnya kemampuan organisasi dalam merespons perubahan 

sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, yang ditandai dengan keterbatasan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan; (3) 

masih adanya ego sektoral serta ketidaksinkronan kewenangan antarunit kerja; (4) lemahnya 

sistem komunikasi internal yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara efektif dan 

tepat waktu; serta (5) distribusi tugas yang belum proporsional sehingga menimbulkan 

ketimpangan beban kerja di antara aparatur. 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan dipengaruhi 

oleh ketercapaian tujuan, ketersediaan sumber daya, kualitas proses internal, kemampuan adaptasi 

terhadap lingkungan, serta tingkat kepuasan aparatur. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, 

alokasi anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi dan komunikasi antarunit, rendahnya 

pemanfaatan teknologi, serta ketidakseimbangan beban kerja dan minimnya penghargaan menjadi 

faktor utama yang menghambat kinerja pembinaan. 

Dalam meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih 

proporsional, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan digitalisasi 

administrasi dan pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi dan kejelasan pembagian tugas 

antarunit kerja. Pemberian penghargaan dan penyeimbangan beban kerja juga penting untuk 

meningkatkan motivasi aparatur sehingga pembinaan kecamatan dan kelurahan dapat berjalan lebih 

efektif dan berkelanjutan. 
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